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GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR    6     TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN  

MINUMAN BERALKOHOL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan 

jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan 

generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, 

ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu 

faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas 

serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan 

nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa Timur yang religius; 

  b. bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan 

Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, Mahkamah Agung 

meminta Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah  untuk segera 

menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman 

Beralkohol; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950); 

 

3. Undang 
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   3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3821);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan 

Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4402); 

 

12. Peraturan 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3867);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/ 

IV/1977 tentang Minuman Keras; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/ 

7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri 

Minuman Beralkohol; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 

4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 

Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 

Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 25);  

 

23. Peraturan 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 28); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN 

PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur. 

5. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur. 

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur. 

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah  

Kabupaten/Kota di  Jawa Timur. 

9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur. 

10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 
 

11. Minuman 
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11. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat 

MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara 

tradisional dan turun temurun yang dikemas secara 

sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.  

12. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah 

minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, 

meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang 

mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol 

(CH3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman 

beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, 

lingkungan dan/atau keselamatan nyawa. 

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang 

selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman 

beralkohol. 

14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 

Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat 

Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan 

khusus minuman beralkohol produksi tradisional. 

15. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh 

warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara 

Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum  yang 

melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol. 

16. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya 

disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan 

penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman 

beralkohol. 

17. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang 

ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam 

negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk 

mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan 

penjual langsung melalui sub distributor di wilayah 

pemasaran Provinsi Jawa Timur. 

18. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang 

ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman 

beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor 

kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran 

Provinsi Jawa Timur. 

19. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha 

yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada 

konsumen akhir untuk diminum di tempat. 
 

19. Pengecer 


